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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Mati Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP”. Dalam penelitian ini,
penulis membuktikan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pidana mati dalam
undang-undang nomor 1 tahun 2023 masih memiliki pro dan kontra terhadap
pelaksanaan hukuman mati. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Untuk
mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pidana mati dalam hukum positif di
Indonesia, 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan terhadap pidana mati
dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan KUHP No 1 Tahun 1946, Penelitian
ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan
mengenai kebijakan pidana mati dalam UU No 1 Tahun 2023 tidak jauh berbeda
dengan pengaturan pidana mati selama ini, Pidana mati masih diatur dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang dapat diterapkan dalam tindak pidana yang
merumuskan pemberian ancaman tindak pidana berdasarkan pada keputusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kebijakan Hukum Pidana, Pidana Mati

% Dosen Pembimbin bantu
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan dipandang
sebagai negara yang berlandaskan hukum, sesuai dengan interpretasi Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara hukum. Hukum pidana adalah salah satu peraturan yang mengatur
aturan-aturan bagi kehidupan bersama dalam ruang publik.Tujuan hukum pidana yang
berakar pada hukum publik adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
bagi masyarakat dan negara.Fungsi utama hukum pidana adalah menjaga ketertiban
sosial melalui kontrol.*

Kejahatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukuman atau
pelanggaran yang dijatuhkan oleh sistem hukum kepada orang atau organisasi yang
melakukan perilaku yang menyimpang dari undang-undang atau peraturan yang
relevan.Menurut Pancasila dan UUD 1945, hukum pidana di Indonesia mempunyai
tujuan protektif dan protektif, bukan sebagai alat pembalasan. Salah satu komponen
kunci dari sistem peradilan pidana yang menempati posisi “puncak” adalah

pemidanaan, yaitu proses dimana hakim mengambil keputusan. Oleh karena itu,

!Anugrah, Roby, dan Raja Desril."Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan
Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3. Nomor 1, 2021, him. 80-
95.https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10236diakses pada 14 agustus

2023.



https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10236

komponen penting dalam mempelajari dan menganalisis sistem peradilan pidana (SPP)
adalah pemahaman teori dan praktik pemidanaan.?

Pasal 10 KUHP mengatur jenis-jenis hukuman yang dapat diberikan kepada
pelaku tindak pidana. Pidana utama terdiri dari: hukuman mati, penjara, kurungan,
denda, dan hukuman pengasingan. Sedangkan hukuman tambahan meliputi:
pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman
putusan hakim.?

Hukum pidana menunjukkan secara harfiah bahwa itu berarti “hukum tentang
pidana”.Hukum pidana mengancam pelanggaran dengan nestapa istimewa.la
mengancam dengan pidana dan memidana. Pidana dapat berupa pidana mati,
pemotongan anggota badan (verminken), cambuk (kastijding), perampasan
kemerdekaan (vrijheidsberoven), dan pernyataan tidak hormat.*

Pasal 65 ayat Q) KUHP Nomor 1 Tahun 2023
mengaturtentangjenispidanayangdapat  dijatuhkan  kepadapelakutindakpidana,
yangmenyebutkanjenispidanapokoknyaadalah: pidana penjara, pidana tutupan, pidana
pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan pasal 66 ayat (1)
memberikan pengaturan mengenai pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak

tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim,

2Syaiful Bakhri. 2019. Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: UM Jakarta Press), him 1
3Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10

4Andi Hamzah. 2015. Hukum Pidana, (Jakarta: P.T. Sofmedia), him. 239.



pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban
menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.®

Menurut sistem hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan hukuman
yang paling berat.Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan
hukuman yang paling berat dan merupakan hukuman yang paling tinggi derajatnya.
Tidak ada bentuk kejahatan lain yang hukumannya lebih berat daripada hukuman mati.
Bukan tidak mungkin kita mengambil sikap keras terhadap beberapa jenis sanksi
hukum pidana, baik hukuman berat maupun hukuman mati, karena sifat khusus dari
sanksi hukum pidana.®

Hukuman mati mendapat dukungan dari sebagian masyarakat yang meyakini
hukuman mati dapat dilakukan untuk mengurangi ketakutan pelaku mengulangi
kesalahan yang sama.’Menurut KUHP Nomor 1 Tahun 1946, hukuman mati
merupakan jenis kejahatan besar yang paling berat. Hukum Pidana Nomor 1 Tahun
1946 mengatur tentang pelaksanaan pidana mati, Pasal 11 KUHP mengatur: “Hukuman

mati dilaksanakan oleh algojo di tiang gantungan, dengan mengikatkan tali dari tiang

SIndonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, LN. No 1, Tahun
2023, TLN No. 6842, Ps. 65 ayat (1) dan 66 ayat (1)

®Rahardian, Randi, dan Sularto Nyoman Serikat. "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati
Dalam Hukum Pidana Indonesia." Diponegoro Law Journal.Vol. 5.No. 3,
2016.https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dir/article/view/12515diakses 14 Agustus 2023

"Putra, Aista Wisnu, dan Rahmi Dwi Sutanti. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat
Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum
Indonesia.Vol. 2. No. 3, 2020.https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8801 diakses 14
Agustus 2023



https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12515
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8801

gantungan ke leher narapidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana
berdiri..”®

Selain pihak yang pro terhadap hukuman mati, terdapat juga pihak yang
berlawanan atau kontra yang menentang penerapan hukuman mati.Penentangnya
menilai hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan merupakan tindakan tidak
manusiawi (HAM).Ketentuan mengenai pidana mati telah diperbarui dalam KUHP
Nomor 1 Tahun 2023.Diantaranya adalah pidana mati yang bermula dari tindak pidana
primer dan berkembang menjadi tindak pidana sekunder. Semua hal lain dianggap
sama, satu-satunya cara untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati adalah dengan
menundanya selama sepuluh tahun.®

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk
mengkaji lebih mendalam mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana

Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

8Adinda Rabbiki, “Menilik Pidana Mati Dalam KUHP Lama dan Terbaru” diakses
https://advokatkonstitusi.com/menilik-pidana-mati-dalam-kuhp-lama-dan-terbaru/ pada 21 september
2023.

*Widayati, Lidya Suryani. "Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana
Yang Bersifat Khusus." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.
7.No. 2, 2017.https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/930 diakses 21 september
2023



https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/930

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas tadi, maka

adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pidana mati dalam hukum positif
di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan terhadap pidana mati dalam KUHP Nomor 1 tahun

2023 dengan KUHP Nomor 1 tahun 1946?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum pidana terhadap pidana
mati dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan terhadap pidana mati dalam

KUHP Nomor 1 tahun 2023 dengan KUHP Nomor 1 tahun 1946

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara Teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang
berarti dalam pengembangan pengetahuan dan menjadi sumber referensi yang
berharga bagi mahasiswa yang tertarik mempelajarinya. Selain itu, diharapkan

juga dapat memberikan wawasan tambahan dalam bidang ilmu hukum,



Khususnya terkait kebijakan hukum pidana terhadap hukuman mati
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

KUHP

2. Secara Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi akademisi, praktisi
hukum, dan pihak-pihak terkait dalam memahami implementasi kebijakan hukum

pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

E. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini, lingkup pembahasan penulis terbatas pada rumusan
masalah yang mengeksplorasi kebijakan hukum pidana terkait hukuman mati yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

F. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan struktur onseptual yang akan digunakan dalam suatu
penelitian untuk menghubungkan konsep utama, dan pemahaman yang relevan dengan

topik penelitian. Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari
peraturan yang mnentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam
tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya
dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori , banyak doktrin
yang dikemukan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum

pidana.



Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “kebijakan” diambil dari
istilah “Policy” (Inggris) dan “Politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan
Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan
yang sering dikenal dengan istilah “Penal Policy”, “criminal law policy” atau
“strafrechspolitiek”® Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip
pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan
salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang
lian seperti, ”Criminologi” dan ““Criminal Law”.** Prof. sudarto memberikan
pengertian “Penal Policy” sebagaimana dikutif oleh Barda Nawawi Arief ialah
kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan
peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai

apa yang dicita-citakan.?

Oleh karena itu, dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik
kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan
kejahatan melalui hukum pidana. Akibatnya, diperlukan upaya untuk
menciptakan peraturan yang sesuai dengan keadaan saat ini dan masa depan,
serta kebijakan Negara melalui lembaga yang berwenang untuk menetapkan
dan membuat peraturan. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana bertujuan
untuk mencapai tujuan melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang
baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak
hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang
menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau

pelaksana petusan pengadilan.

1%Barda Nawawi Arief.2008.Bunga Ra, pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep
KUHP Baru, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grub), him. 26

11bid, him. 23

21bid, him. 27



2. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk
mengkaji secara metodis kerangka hukum dari dua atau lebih sistem hukum
melalui metode komparatif.Kajian hukum perbandingan dapat menumbuhkan
pola pikir kritis terhadap sistem hukum dan memberikan solusi permasalahan
hukum yang akurat dan adil.Tentu saja penyelesaian permasalahan yang
dimaksud masih bertumpu pada hukum positif dan bukan pada sumber materi
pembanding.“Perbandingan hukum” dalam penelitian ini dapat didefinisikan
sebagai mencari dan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan sambil
memberikan pembenaran dan contoh bagaimana hukum dapat diterapkan

secara efektif.1®

3. Teori Treatment

Menurut teori Treatment, penjahat harus menerima hukuman yang berfokus
pada perkembangan mereka, bukan hanya kejahatan yang mereka
lakukan.Untuk membantu pelaku berintegrasi kembali ke dalam
masyarakat, teori ini menawarkan metode unik untuk mensosialisasikan
kembali mereka dengan harapan dapat membangun kembali tatanan moral
dan sosial masyarakat.Aliran positif mengusulkan perlakuan sebagai tujuan

hukuman.Landasan aliran ini adalah konsep determinasi, yang menyatakan

him 17

13 Barda Nawawi Arief. 2010. Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo),



bahwa masyarakat tidak mempunyai kehendak bebas dalam bertindak
karena keputusan mereka dibentuk oleh latar belakang sosial, budaya, dan
pribadi.Oleh karena itu, tidak mungkin meminta pertanggungjawaban
penjahat atas perbuatannya atau menghukumnya; sebaliknya, pengobatan

diperlukan untuk melakukan perubahan.**

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan
normatif, di mana fokusnya terbatas pada analisis terhadap peraturan
tertulis.Oleh karena itu, penelitian ini secara signifikan bergantung pada
pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber perpustakaan.Penelitian ini
menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan berbagai
sumber data sekunder seperti pasal-pasal undang-undang, berbagai teori hukum

dan pendapat para sarjana.®

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan

konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual ini dilakukan

14Joko Sriwidodo. 2019. Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek, (Jakarta :
Penerbit Kepel Press), him. 89

15E. Saefullah Wiradipradja. 2015. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya
llmiah Hukum, (Bandung : Keni Media), him.5.
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dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-
pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar
untuk mmebangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam

penelitian.t®

3. Bahan Penelitian
Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini mengandalkan data
sekunder dalam bentuk bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan dan analisis
bahan hukum tersebut, tidak dapat dihindari untuk mempertimbangkan
berbagai penafsiran yang dikenal dalam ranah ilmu hukum?’,
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer didapat dengan menghimpun regulasi hukum yang
relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum primer
mencakup:
a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
b.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023

¥ Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum,(Mataram : Mataram University Press), him.57.
Y Amirudin dan Zaenal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada), him. 118.
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c. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mengenai Prosedur
Pelaksanaan Hukuman Mati yang Ditentukan oleh Pengadilan dalam
Lingkup Peradilan Umum dan Militer.
d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang isi dan makna dari
bahan hukum primer.*®Sumber hukum sekunder yang dimanfaatkan dalam
penelitian ini mencakup perspektif hukum yang diambil dari buku, karya
akademis, publikasi jurnal hukum, tulisan hukum, serta sumber-sumber lain
yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier
Sumber hukum tersier, yang memberikan interpretasi atau pedoman terkait
dengan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk referensi seperti

kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia®®.

18Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2014. Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjuan
Singkat, (Jakarta : Rajawali Press), him. 13.
lbid, him. 62
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4. Teknik Pengumpulan Bahan
Data yang dimanfaatkan adalah data sekunder, yang dikumpulkan
melalui studi kepustakaan.Hal ini mencakup pengumpulan berbagai materi

tertulis yang dikenal sebagai "bahan hukum®.

5. Teknik Analisis Bahan

Metode analisis yang tepat untuk penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif.Penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif mengarah pada
analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif,
yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian

ditarik kesimpulan secara khusus?.

20 Sperjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press), him. 67.
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